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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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PUTUSAN

Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NGAWI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama

telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur  30  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan

xxxxxxxx  xxxxx  xxxxxx,  tempat  kediaman  di  KABUPATEN

NGAWI, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxx,

tempat kediaman di KABUPATEN NGAWI, sebagai Tergugat;

 Pengadilan Agama tersebut;

 Telah mempelajari berkas perkara;

 Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2024 yang

didaftarkan  pada  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Ngawi  dibawah  Nomor

706/Pdt.G/2024/PA.Ngw mengemukakan hal-hal  yang pada pokoknya berbunyi

sebagai berikut  :

1. Bahwa  pada  tanggal  11  Juli  2018  Penggugat  dengan  Tergugat 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Nomor: 140/12/VII/2018,

tertanggal 11 Juli 2018;  

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di

kediaman orangtua Penggugat di KABUPATEN NGAWI;  

3. Bahwa  Selama  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat 

telah  hidup  rukun  sebagaimana  layaknya  suami  istri  dan  telah  dikaruniai  1

orang anak yang bernama;  
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1. Anak  (Laki-laki) TTL: Ngawi, 27 April 2019, umur 5 tahun, Pendidikan

belum sekolah. 

Saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat.

4. Bahwa sejak  Agustus  2023  ketentraman rumah tangga  Penggugat 

dengan  Tergugat  mulai  tidak  harmonis  dengan adanya perselisihan antara 

Penggugat  dengan  Tergugat  yang terus menerus dalam bentuk pertengkaran

secara lisan yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan karena Tergugat tidak

memberikan  nafkah  kepada  Penggugat,  sehingga  tidak  dapat  mencukupi

kebutuhan rumah tangga tiap hari;  

5. Bahwa  puncak  keretakan  hubungan  rumah  tangga  Penggugat 

dengan  Tergugat  tersebut  terjadi  kurang  lebih  pada  Oktober  2023,  yang

akibatnya  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  pisah  rumah  dimana

Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN NGAWI;  

6. Bahwa  Penggugat dan Tergugat  kurang lebih selama 7 bulan hidup

berpisah dan selama itu  sudah tidak  ada hubungan lagi  baik  lahir  maupun

bathin, sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia

dan kekal tidak tercapai sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UU No. 1

tahun 1974;  

7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada

Pengadilan  Agama  Ngawi  agar  memeriksa  gugatan  Penggugat  dan

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;  

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan  Talak  satu  ba'in  shugraa  Tergugat  (Tergugat  (Alm))

kepada Penggugat (Penggugat);  

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang

berlaku;  

Subsidair  :

Apabila  Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang  menghadap  di

persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai
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wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor

706/Pdt.G/2024/PA.Ngw Tanggal 22 Mei 2024 dan Tanggal 04 Juni 2024 yang

dibacakan  di  persidangan,  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan

oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis  Hakim telah  menasehati  Penggugat  agar  berfikir  untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini  tidak dapat  dimediasi  karena Tergugat  tidak pernah

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan  Penggugat  yang

maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat  untuk  membuktikan  dalil-dalilnya,  telah  mengajukan

bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Penggugat  NIK

3521085804940001 tanggal 06 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Kepala

Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Ngawi.  Bukti

fotokopi  surat  tersebut  telah diperiksa oleh Majelis  Hakim dicocokkan

dengan  aslinya,  yang  ternyata  sesuai  dengan  aslinya  dan  telah  di-

nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua

Majelis; 

2. Fotokopi  Buku Kutipan Akta Nikah dari  KUA Padas Kabupaten Ngawi

Provinsi Jawa Timur Nomor 140/12/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018. Bukti

fotokopi  surat  tersebut  telah diperiksa oleh Majelis  Hakim dicocokkan

dengan  aslinya,  yang  ternyata  sesuai  dengan  aslinya  dan  telah  di-

nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua

Majelis; 

B. BUKTI SAKSI :

1. SAKSI  1,  umur  41  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  xxxxxxxxxx,

bertempat  tinggal  di  KABUPATEN  NGAWI,  dibawah  sumpahnya  saksi

memberikan keterangan sebagai berikut:
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 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena

saksi adalah Paman Penggugat; 

 Bahwa  hubungan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  adalah

suami isteri yang sah;

 Bahwa  sebelum  menikah  dengan  Penggugat,  Tergugat

berasal dari KABUPATEN NGAWI;

 Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersama di rumah orang tua Penggugat;

 Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

seorang anak;

 Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar Agustus 2023 rumah

tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan mulai goyah;

 Bahwa  saksi  mengetahui  antara  Penggugat  dan  Tergugat

sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara lisan;

 Bahwa  sepengetahuan  saksi  sebab  pertengkaran

Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak dapat mencukupi

kebutuhan rumah tangga untuk tiap hari;

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat

tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

 Bahwa  Penggugat  tetap  tinggal  di  rumah  orang  tua

Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

 Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk

bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat

tinggal di Dusun Krawut Desa Mangunharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten

Ngawi,  dibawah  sumpahnya  saksi  memberikan  keterangan  sebagai

berikut: 

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena

saksi adalah Paman Penggugat;

 Bahwa  hubungan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  adalah

suami isteri yang sah;
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 Bahwa  sebelum  menikah  dengan  Penggugat,  Tergugat

berasal dari KABUPATEN NGAWI;

 Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersama di rumah orang tua Penggugat;

 Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

seorang anak;

 Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar Agustus 2023 rumah

tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan mulai goyah;

 Bahwa  saksi  mengetahui  antara  Penggugat  dan  Tergugat

sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara lisan;

 Bahwa  sepengetahuan  saksi  sebab  pertengkaran

Penggugat  dan  Tergugat  dikarenakan  Tergugat  tidak  dapat

memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga tiap

hari kepada Penggugat;

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat

tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

 Bahwa  Penggugat  tetap  tinggal  di  rumah  orang  tua

Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

 Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk

bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa  Penggugat  menyatakan  sudah  cukup  dengan  bukti-bukti  yang

diajukannya; 

Bahwa  Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  segala  yang  tercatat

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan

ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana

terurai diatas;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat  tidak  datang  menghadap  di

persidangan  dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai
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wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor

706/Pdt.G/2024/PA.Ngw Tanggal 22 Mei 2024 dan Tanggal 04 Juni 2024 yang

dibacakan  di  persidangan,  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan

oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

akan  tetapi  tidak  menghadap  persidangan,  harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan

gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat

(1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat

untuk  bersabar  dan  mengurungkan  niatnya  supaya  rukun  kembali  dengan

Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal

82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah

terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan,

maka  upaya  mediasi  terhadap  perkara  a  quo sebagaimana  dimaksud  dalam

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  pokok  alasan  perceraian  dalam

gugatan  Penggugat  adalah  Penggugat  dan  Tergugat  telah  melangsungkan

pernikahan,  akan  tetapi  kemudian  sejak  sekitar  Agustus  2023  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan mulai  goyah yang disebabkan

karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk tiap hari,

yang pada puncaknya sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah

berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

Kewenangan

Menimbang,  bahwa oleh  karena pokok gugatan perkara  a  quo adalah

gugatan perceraian (Cerai Gugat) atas orang-orang yang beragama Islam yang

melangsungkan perkawinan dengan tatacara Islam, maka berdasarkan ketentuan

Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  perkara  a  quo  menjadi  kewenangan

absolut Pengadilan Agama;

Legal Standing

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa identitas dan dalil-dalil

gugatan  Penggugat  yang  pada  pokoknya  Penggugat  dalam  perkara  a  quo

mengajukan  gugatan  cerai  terhadap  Penggugat  dengan  dalil  Penggugat  dan

Tergugat adalah suami  isteri yang melangsungkan perkawinan yang sah, maka

Majelis  Hakim  berpendapat  oleh  karena  Penggugat  dan  Tergugat  senyatanya

adalah  suami-isteri  yang  sah,  maka  Penggugat  dan  Tergugat  hakikatnya

mempunyai  kepentingan  hukum,  khususnya  Penggugat  telah  memenuhi  legal

standing untuk dapat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dalam

perkara a quo di Pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, namun karena

perkara a quo adalah gugatan perceraian yang mempunyai hukum acara khusus

(lex specialis derogat lex generalis) dan juga karena gugatan perceraian tersebut

didasarkan  pada  alasan  sering  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  terus

menerus  sehingga  sulit  untuk  dirukunkan  lagi  sebagaimana  dimaksud  dalam

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan

ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo.

Pasal  134 Instruksi  Presiden Nomor  1  Tahun 1991 Tentang Kompilasi  Hukum

Islam (KHI)  di  Indonesia,  Majelis  Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua)

orang  saksi  dari  pihak  keluarga  dan/atau  orang-orang  yang  dekat  dengan

Penggugat dan/atau Tergugat dan kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian

untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti P.1

dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2,

yang  telah  memberikan  keterangan  dibawah  sumpahnya  yang  pada  pokonya

sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.1,  yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang

berwenang  merupakan  akta  otentik  sesuai  ketentuan  Pasal  165  HIR,  telah
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bermeterai cukup serta telah  dinachtzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai

Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020  tentang Bea

Materai  jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti  tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya

sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

formil  dan  meteriil,  karenanya  bukti  tersebut  mempunyai  nilai  pembuktian

sempurna  dan  mengikat,  sehingga  telah  terbukti  secara  hukum  Penggugat

bertempat  tinggal  di  wilayah  Kabupaten  Ngawi,  oleh  karenanya  gugatan

perceraian perkara  a quo telah menjadi  kewenangan relatif  Pengadilan Agama

Ngawi, sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama,  yang  telah  dirubah  dengan  Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009; 

Menimbang,  bahwa  bukti  P.2  yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang

berwenang  merupakan  akta  otentik  sesuai  ketentuan  Pasal  165  HIR,  telah

bermeterai cukup serta telah  dinachtzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai

Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020  tentang Bea

Materai  jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti  tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya

sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

formil  dan  meteriil,  karenanya  bukti  tersebut  mempunyai  nilai  pembuktian

sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum antara Penggugat

dan Tergugat  terbukti  sebagai  suami  istri  yang sah  –  sebagaimana  ketentuan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam – sehingga menjadi dasar pemeriksaan  (legal

standing) perkara a quo; 

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi

Penggugat  didasarkan  pada  pengetahuan,  penglihatan  dan  pendengaran

langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu

dengan lainnya, dan 2 orang saksi tersebut berasal dari keluarga dan orang yang

dekat dengan Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan

materiil  kesaksian  sebagaimana  ketentuan  pada  Pasal  170,  171,  172  HIR jo.
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Pasal  76 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo.  Pasal  22 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam,

maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan

dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang  bahwa  berdasarkan  alat-alat  bukti  yang  diajukan  oleh

Penggugat  dihubungkan  dengan  keterangan  Penggugat,  maka  Majelis  hakim

telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut;

 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

 Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan

telah dikaruniai seorang anak;

 Bahwa  sejak  sekitar  Agustus  2023  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat sudah tidak rukun dan mulai goyah mulai sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran;

 Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat

adalah pertengkaran secara lisan;

 Bahwa  sebab  terjadinya  pertengkaran  ialah  karena  Tergugat  tidak

dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk tiap hari;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama

kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

 Bahwa selama berpisah Penggugat tetap tinggal di  rumah orang tua

Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

 Bahwa  saksi-saksi  telah  memberi  nasehat  kepada  Penggugat  agar

bersabar  dan  tetap  mempertahankan  rumah  tangganya  akan  tetapi  tidak

berhasil; 

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  formulasi  fakta  tersebut  di  atas,

selanjutnya Majelis Hakim akan memberi  pertimbangan dan menjawab petitum

gugatan perceraian yang diajukan Penggugat sebagai berikut;
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Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 meminta supaya

Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat,

oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian

harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai

suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua

belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan  jo.  Pasal  116 huruf  (f)  Kompilasi  Hukum lslam (KHl)  menegaskan

salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang

terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa bertolak dari fakta-fakta hukum sebagaimana terurai

dimuka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

termasuk dalam kategori rumah tangga yang pecah (broken marriage) sehingga

secara sosiologis dan yuridis tujuan perkawinan itu sendiri - sebagaimana dalam

Al-Qur’an surat Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang  Perkawinan  jo. Pasal  3  Kompilasi  Hukum  tidak  akan  tercapai,  oleh

karenanya mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah pecah tersebut

tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan madlarat bagi kedua

belah  pihak,  oleh  karenanya  Majelis  Hakim  berpendapat  perceraian  antara

Penggugat dan Tergugat adalah jalan yang paling tepat;

Menimbang,  bahwa  terhadap  perkara  ini  dapat  diterapkan  pula

Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik  lndonesia  Nomor  379  K/AG/1995

tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan, apabila suami istri

terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka

telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  dan  gugatan  tersebut  harus

dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut

diatas  Majelis  berpendapat,  bahwa  gugatan  cerai  tersebut  telah  memenuhi

ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
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Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  Jo. Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

oleh karena itu maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan

talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak

melawan  hukum,  sedangkan  Tergugat  tidak  pernah  hadir  dalam  persidangan

meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 125

ayat (1) HIR gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya

Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal  ini  juga mengetengahkan

doktrin fikih dalam Kitab Al  Anwar juz II  halaman 55 – yang telah diambil  alih

sebagai pendapat Majelis – yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya :  ”Apabila dia (Termohon / Tergugat) enggan, bersembunyi atau ghoib,

maka perkara tersebut diputus dengan bukti-bukti / saksi-saksi ”;

Menimbang,  bahwa disamping itu  alasan tersebut  telah sesuai  dengan

pendapat Imam Malik yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248

yang berbunyi sebagai berikut: 

Artinya :  Dan jika dakwaan Penggugat (Isteri) telah terbukti berdasarkan bukti

bukti  yang  diajukan  oleh  Penggugat  (isteri)  berupa  saksi  saksi  atau

berdasarkan  pengakuan  Tergugat  (suami)  di  hadapan  hakim  tentang

kemadharatan dari suami dan Penggugat (isteri) sudah tidak mampu lagi

untuk  menanggungnya  dalam  berumah  tangga  dengan  Tergugat,

kemudian  Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka

Hakim berhak menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap

Penggugat;   
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Serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul

Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan: 

Artinya : Apabila  ketidak  senangan  si  Isteri  kepada  suaminya  sudah  sangat

memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak

satu ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu

ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat; 

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal  89 ayat  (1)  Undang-

Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat

perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Mengadili

1. Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT); 

4. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Penggugat  sejumlah

Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal                10

Juni  2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal  3 Zulhijjah 1445 Hijriyah, oleh
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kami  Ulfiana  Rofiqoh,  S.H.I.,  M.H. sebagai  Ketua  Majelis,  serta

Lusiana  Mahmudah,  S.H.I.,  M.H. dan  Helmy  Ziaul  Fuad,  S.H.I.,  S.H.,  M.H.

masing masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Khoirurrozi, S.Sy.

sebagai  Panitera  Pengganti  putusan  mana pada  hari  itu  juga  diucapkan  oleh

Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim

Anggota tersebut, Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ttd. Ttd.

Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H. Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Khoirurrozi, S.Sy.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:
1. PNBP Untuk salinan

Halaman 13 dari 14 halaman 
Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Ngw 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 a. Pendaftaran Rp 30.000,00 Pengadilan Agama Ngawi
b. Panggilan Pertama P dan T Rp 20.000,00 Panitera,
c. Redaksi Rp 10.000,00

2. Biaya Proses Rp 100.000,00
3. Panggilan Rp 420.000,00
4. Biaya Sumpah Rp 100.000,00
5. Meterai Rp 10.000,00 Hanim Makhsusiati, S.H.

Jumlah Rp 690.000,00

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman 
Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Ngw 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14


